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Menimbang:

TAHUN 2014-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

. bahwa untuk memberikan kejelasan arah dan garis-garis besar

kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu
dirumuskan ukuran dan target kinerja atas tujuan dan sasaran

strategis pembangunan yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun;

. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja

instansi Pemerintah Kabupaten Nganjuk, perlu dilakukan
penyempurnaan ukuran dan target kinerja sehingga memenuhi
kriteria lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, berjangka waktu
tertentu, dapat dipantau dan dikumpulkan serta berorientasi

pada hasil,

. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan
penyempurnaan ukuran dan target kinerja sesuai dengan tugas

dan fungsi organisasi Perangkat Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

konsideran huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu
mengatur Ukuran dan Target Kinerja Pemerintah Kabupaten

Nganjuk Tahun 2014-2018 dengan Peraturan Bupati.



Mengingat:

—

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014,
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014,
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2016 Nomor 9);

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun
2014-2018 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014
Nomor 17);

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten

Nganjuk Tahun 2015 Nomor 05)



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG UKURAN DAN TARGET KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2014-2018

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Sk

Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Bupati adalah Bupati Nganjuk.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Nganjuk

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1
(satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan
daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Penetapan ukuran dan target kinerja Pemerintah Daerah bertujuan
untuk:

1.

Memperoleh hasil (outcame) pada indikator dan target kinerja
yang lebih relevan dan terukur sesuai dengan tujuan dan sasaran
strategis;

Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang lebih
relevan dan terukur sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis.

Pasal 3

Ketentuan ukuran dan target Pemerintah Daerah dimanfaatkan
untuk:

1.
2.
3.

Untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program

Memenuhi kriteria indikator kinerja dengan baik.

Sebagai acuan dalam menyusun dokumen rencana strategis,
rencana kerja, serta rencana kerja dan anggaran.

evaluasi kinerja instansi pemerintah.



Pasal 4

(1) Ukuran dan target kinerja Pemerintah Daerah berpedoman pada
RPJMD.

(2) Ukuran dan target kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Ukuran dan Target
Kinerja Perangkat Daerah.

(2) Ukuran dan Target Kinerja Perangkat Daerah berpedoman pada
Ukuran dan Target Kinerja Pemerintah Daerah.

(3) Ukuran dan target kinerja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 21 April 2017
BUPATI NGANJUK,

ttd
TAUFIQURRAHMAN
Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 21 April 2017

Plt SEKRETARIS DAERAH
KEPALA DINAS PERTANIAN
ttd

Ir. AGOES SOEBAGIJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.
ELLY HERNATIAS, SH, MM

Pembina Tingkat I
NIP.19661107 199403 1 005




